
 

i 

 

COVER 

JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

(Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas) 
 

 
 

SKRIPSI 
 

DiajukanKepadaFakultas Syari’ah  

InstitutAgama Islam NegeriPurwokertoUntukMemenuhi Salah 

SatuSyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

IKFA AELULU ANISATUL UMMAH 

NIM. 1123202022 

 

 

 

 

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI’AH 

JURUSAN MUAMALAH  

FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PURWOKERTO 

2018 

  



 

 ii 

 



 

 iii 



 

 iv 

 
 

 



 

 v 

MOTTO 

 

 

نىكيمٍ باًلٍبىاطًلً إًلا أىفٍ تىكيوفى تًِىارىةن عىنٍ يىا  ا الَّذًينى آمىنيوا لا تىأٍكيليوا أىمٍوىالىكيمٍ بػىيػٍ أىيػُّهى
ا ) (٩٢تػىرىاضو مًنٍكيمٍ كىلا تػىقٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيمٍ إًفَّ اللَّوى كىافى بًكيمٍ رىحًيمن  

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan 

jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”  

(An-Nisa > :29 ) 
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ABSTRAK 

 

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan 

oleh masyarakat. Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah 

barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Kue kering yang merupakan istilah yang 

sering digunakan untuk kue yang berstekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar 

air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven atau digoreng. System 

konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain 

yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Dalam proses 

transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan 

atau di warung desa para sales menawarkan kue kering dengan membawa sampel 

untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam jual beli kue 

kering dengan system konsinyasi ada perjanjian terlebih dahulu antara sales dengan 

pemilik toko dan system pembayarannya sesuai dengan kue titipan yang terjual yang 

tidak terjual atau tidak laku akan kembali kepada pengusahanya . 

Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan masalahnya yaitu: bagaimana 

praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan lokasi 

penelitian di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Subjek 

penelitian ini adalahPemilik UD Sri Rejeki yang merupakan pihak dalam jual beli 

kue kering. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli kue 

kering dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh Pemilik UD Sri Rejeki dalam 

transaksi jual beli. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Pemilik UD 

Sri Rejeki, dan data sekundernya adalah dari dokumen yang terkait dengan 

permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kue 

kering dengan sistem konsinyasi menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada 

dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan 

pemberian komisi atau ujrah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau 

akad wakalah bil ujrah. 

Kata Kunci: Kue Kering, Konsinyasi, Perspektif Hukum Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 danNomor: 0543b/U/1987. 

 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ب

 ta‟ t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ ze (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a' t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain g ge غ



 

 ix 

 fa‟ f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l „el ؿ

 mim m „em ـ

 nun n „en ف

 waw w w ك

 ha‟ h ha ق

 hamzah , apostrof ء

 ya'  y' ye م

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’addidah متعددة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

Ta’ Marbu>t}ahdiakhir kata Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis h}ikmah حكمة

 Ditulis jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya) 

  



 

 x 

a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’<Ditulis Kara>mah al-auliya كرامةالأكلياء

 

b. Bila ta’marbu>t}ah hidup atau dengan h{arakat, fath}ah atau kasrah atau d}ammah 

ditulis dengan t 

 Ditulis Zaka>t al-fit}r زكاةالفطر

 

 

Vokal Pendek 

 

 fath}ah ditulis A 

 kasrah ditulis I 

 
d}ammah ditulis U 

 

Vokal Panjang 

1. Fath}ah + alif ditulis a> 

 ditulis ja>hiliyyah جاىلية 

2. Fath}ah + ya’ mati ditulis a> 

 <ditulis tansa تنسى 

3. Kasrah + ya’ mati ditulis i> 

 ditulis kari>m كريم 

4. D}ammah + wa>wu mati ditulis u> 

 {ditulis furu>d فركض 

 

 

 

يُ   
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Vokal Rangkap 

1. Fath}ah + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم 

2. Fath}ah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaul قوؿ 

 

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

نشكرتملأ  ditulis la’in syakartum 

 

Kata Sandang Alif + Lam 

 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur’a>n القرآف

 ditulis al-Qiya>s القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkanl (el)nya. 

 ’<ditulis as-Sama السماء

 ditulis asy-Syams الشمس

 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 {Ditulis Z|awi> al-furu>d ذكل الفركض

 Ditulis ahl as-Sunnah أىل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama (ad di >n) yang rah}matan lil’a >lami>n, artinya agama 

yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah 

mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan 

bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Di sisi lain manusia juga 

senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik 

dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan 

antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya 

diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).
1
 Islam juga mendasari muamalah 

atas dasar rela merelai. Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling 

tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling merelai.
2
 

Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, 

sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah 

bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan 

kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat. Atau 

seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas.
3
 

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan 

antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki 

                                                 
1
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2010), hlm. 1. 
2
Hasbi Ash-Shiddiqy, Tafsir An-Nu>r  (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 834-

835. 
3
 Wiroso, Jual Beli Murabahah  (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14. 



 

 2 

apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang 

lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang 

membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT 

mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang 

berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun 

menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan 

produktivitasnya.
4
 

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis 

kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang 

sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat 

disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang 

berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau 

perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.  

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik 

yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan 

lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan 

dengan jiwa syari‟at Islam.  

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan 

dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter yaitu 

pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu 

pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.
5
  

                                                 
4
 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 

354. 
5
 Gemala Dewi, et.al. Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.  
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Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah 

barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Dengan demikian, maka jika suatu 

barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli 

tersebut tentu saja dapat menjadi batal.
6
 Menurut Ali Hasan, jual beli artinya 

menjual, mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Secara 

terminologi, terdapat definisi di antaranya ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual 

beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau 

tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara 

tertentu yang ada manfaatnya.
7
 

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan 

untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh 

karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur‟an 

dan al-Hadis. 

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275: 

 ...عى كىحىرَّىـ الرِّبىا كىأىحىلَّ اللَّوي الٍبػىيٍ  ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran 

dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya 

pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang 

dalam nash al-Qur‟an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan 

melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik 

terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau 

                                                 
6
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma‟arif, 1987), hlm. 60. 

7
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 

2003), hlm. 113. 
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menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari 

pada menolong orang miskin.
8
 Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan 

memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih 

dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut: 

1. Berakal 

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atu membedakan mana 

yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual 

beli yang diadakan tidak sah.
9
  

2. Dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan 

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik 

penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal 

unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok. 

3. Orang yang melakukan adalah orang yang berbeda 

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

yaitu sebagai penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad 

dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan 

oleh dua orang. 

4. Baligh 

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan 

telah haid bagi perempuan.
10

 Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi 

belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka 

                                                 
8
 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 61. 

9
 Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996), hlm. 35. 
10

 Gemala Dewi, et.al, Hukum Perikatan , hlm. 56. 
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diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau 

tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang 

agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan 

kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam 

melakukan jual beli masih diperselisihkan.  

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan 

yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam  pelaksanaannya berbeda-

beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh penjual kue di wilayah 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Awal mulanya UD SRI REJEKI 

membuat kue sedikit kemudian dijual ke tetangganya lama kelamaan si tetangga 

menawarkan ke tetangga yang lain (getok tular) agar membeli kue yang djual 

oleh UD Sri Rejeki. Jual beli yang dilakukan oleh UD Sri Rejeki terkadang 

menggunakan sistem konsinyasi. Sistem ini juga kerap dilakukan oleh penjual 

kue, khususnya UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas.  

Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang 

bertekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena 

dibuat dengan cara di oven. Kue kering mempunyai daya simpan yang sangat 

tinggi, bahannya bisa dari apa saja, tepung beras, tepung ketan, terigu atau sagu. 

Cara memasaknya bisa digoreng, dikukus atau dipanggang dalam oven. Dalam 

setiap kesempatan kue kering bisa menjadi suguhan yang menarik. Berbisnis 

kuliner kue kering juga sangat menguntungkan di hari-hari biasa, bisa dijadikan 

sebagai cemilan di kala bersantai bersama keluarga atau temen-teman dan 
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pastinya bisa dijadikan oleh-oleh. Kue Kering juga merupakan jenis makanan 

ringan yang dikomsumsi oleh masyarakat yang jenisnya bermacam-macam, 

misalnya Kacang Umpet (Kacang sembunyi), Kue Kacang, Kue Semprit, Kue 

Kemiri, Kue Pastel Manis, Kue Kembang Duren dan Kue Kripik Bawang. Kue 

Kering yang merupakan hasil produksi UD Sri Rejeki diproduksi dengan 

menggunakan mesin tenaga manusia dan bahan-bahan yang berkualitas. 

Sehingga akan menghasilkan makanan yang sehat.
11

 Hasil produksi kue kering 

tersebut dijual dengan system konsinyasi. 

Sistem konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik 

kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan 

komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai 

barang tersebut terjual. dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan 

system ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari toko 

melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang 

membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya 

produk yang terjual. Akan tetapi jumlah tersebut tidak diketahui. Padahal setiap 

harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan membuat kue dan 

menggaji para karyawannya. Hal inilah yang sering kali membuat pengusaha 

mengalami kerugian karena jumlah yang dipesan atau dibeli belum dikatahui. 

Sebagai contoh misalnya pemilik produk kue melakukan system penjualan 

konsinyasi 50 bal kue kepada UD Sari Rasa di wilayah Pejogol, akan tetapi 

dalam jangka waktu 1 minggu kue tersebut berhasil terjual 30 bal, maka di 

                                                 
11

 Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, Pengusaha UD Sri Rejeki di Desa Pejogol tanggal 8 

0ktober 2016 
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minggu tersebut baru kita akan mendapatkan pembayaran sejumlah 30 bal saja 

sedangkan sisanya tetap menunggu untuk terjual terlebih dahulu atau kalau tidak 

terjual kembali ke pemilik produk.
12

 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM 

KONSINYASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UD 

SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” untuk penulis angkat 

dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD SRI 

REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kue kering 

dengan sistem konsiyasi di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue kering 

dengan sistem konsinyasi yang terjadi pada pengusaha kue kering di UD 

Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

                                                 
12

 Wawancara dengan  ibu Sri Wahyuni  pada tanggal  20 Oktober 2017 
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b. Untuk mengetahui apakah proses jual beli kue kering dengan sistem 

konsinyasi pada UD Sri Rejeki sudah sesuai dengan hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca 

mengenai praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi perspektif 

hukum Islam. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu 

masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa 

prodi Hukum Ekonomi Syari‟ah. 

 

D. Definisi Operasional 

Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus 

sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perli 

menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang 

penulis maksudkan ialah sebagai berikut: 

1. Kue Kering 

Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue 

yang bertekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat 

rendah karena dibuat dengan cara di oven.
13

 

  

                                                 
13

 Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni pada tanggal 5 November 2017 
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2. Sistem Konsinyasi  

Sistem konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari 

pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan 

memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik 

barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat 

dipakai untuk penjualan semua jenis produk.
14

 

3. Hukum Islam 

 Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara 

langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk 

mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan 

sesamanya dan manusia dengan alam semesta. 
15

 

Hukum Islam merupakan segala hukum yang mengatur urusan 

kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani 

(yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan 

zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur‟an dan al-Hadits. 

 

E. Telaah  Pustaka 

Dalam  membahas tantang sistem jual beli, maka penulis menelaah 

kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual 

beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut 

guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam 

                                                 
14

 Utoyo Widayat, Akuntansi  Keuangan  Lanjutan: Ikhtisar  Teori dan Soal, (Jakarta; LPFE 

UI, 1999), Ed. Revisi ,hlm, 125. 
15

 Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.  
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buku perbankan syari‟ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah 

yang mengatur tentang bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.  

Nasrun haroen dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah 

menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat 

dikatakan sah oleh syara‟. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat 

perbedaan antara ulama hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan membeli dari 

pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurutnya yang menjadi 

hukum itu hanyalah kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi  jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati 

yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan dari 

kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah 

pihak tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang 

dan harga (ta’a>thi >). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada 

empat macam. Menurut ulama hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang 

dibeli dan dinilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.
16

 

Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Isla >mi > wa Adillatuh mengatakan 

bahwa jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang 

merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat 

dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena 

tidak mungkin dapat diserahterimakan. Maksudnya jika terdapat jual beli yang 

tidak ada, misalnya menjual barang yang masih berada di udara, hal ini termasuk 

                                                 
16

 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.  
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jual beli gharar. 
17

 Sedangkan dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema 

penelitian yang berjudul jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi ialah 

sama-sama mengandung unsur garar, karena kue kering yang dibelinya dari agen 

tidak dapat dipastikan jumlahnya sehingga sering merugikan salah satu pihak.  

Nazar Bakrie dalam bukunya yang berjudul Problematika Pelaksanaan 

Fiqh Islam berisi mengenai aturan syarat-syarat dan rukun di dalam jual beli.
18

 Di 

dalam buku ini menjelaskan ada beberapa syarat dan  rukun jual beli yang harus 

terpenuhi, apabila semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan maka akan 

menjadi sempurna proses transaksi jual beli tersebut di dalam Islam. Di dalam 

skripsi penulis juga mengungkapkan mengenai aturan dan syarat-syarat dalam 

jual beli dan rukun dalam jual beli yakni, orang yang berakad itu harus berakal, 

dengan kehendak sendiri, baligh, dan orang yang melakukan akad ialah orang 

yang berbeda. Sedangkan rukun jual beli yaitu, ada orang yang berakad, adanya 

s}i >ghat, ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.  

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala Maz\a>hibil al-

Arba’ah dikatakan bahwa jual beli itu dilakukan agar manusia dapat mengambil 

keuntungan karena masing-masing dari pembeli sama-sama ingin mendapatkan 

keuntungan yang banyak. Allah SWT tidak melarang untuk mengambil 

keuntungan dalam jual beli dan tidak pula membatasinya. Allah SWT melarang 

penipuan dan penyembunyian, yaitu memuji barang dagangan dengan pujian 

yang tidak sebenar-benarnya dan menyembunyikan cacat yang ada pada barang 

                                                 
17

 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-isla >mi > wa Adillatuh, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk 

(Depok:Gema Insani, 2011), hlm. 473.  
18

Nazar Bakrie, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam  (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994),  

hlm. 59. 
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tersebut dan sesamanya.
19

 Dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema 

penelitian ialah dalam hal jual beli kue kering terdapat suatu spekulasi yakni 

untung-untungan antara pengusaha dan pemilik toko yang mana, pemilik toko 

meminta pesanan kue dengan jumlah yang belum diketahui pasti terjual semua. 

Padahal pengusaha setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli 

bahan bahan dan menggaji karyawannya. Di sinilah pengusaha merasa 

dirugikan.
20

 

Berdasarkan beberapa literatur dan penelitian terdahulu, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah lampau. Sisi 

perbedaannya terletak pada system penjualannya yang dihadapi oleh UD SRI 

REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka penulis merasa perlu 

untuk menganalisa pelaksanaan penjualan dengan sistem konsinyasi yang 

diterapkan oleh UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI UD SRI REJEKI 

KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)”. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara 

bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

                                                 
19

Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Maz\a>hibil al-Arba’ah Juz II (Bayrut : Darul Kutub al-

Alamiah), hlm. 203. 
20

 Wawancara dengan ibu sri wahyuni pada tanggal 5 oktober 2017 
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berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah 

pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini: 

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang 

masalah, rumusan  masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat  penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II berisi mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan 

rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli. 

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan 

obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis 

data.  

Bab IV berisi tentang pembahasan inti dari skrispi. Bab ini membahas 

tentang jual beli kue kering dengan system konsinyasi di UD Sri Rejeki 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, penyajian dan hasil penelitian, 

analisis data hasil penelitian yang dilakukan di UD SRI REJEKI Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas, kesesuaian mekanisme jual beli kue kering 

dengan sistem konsinyasi dalam perspektif hukum Islam.  

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahsan skripsi yang berisi penutup 

yang memuat kesimpulan dan  saran-saran.  

 

  



 

 14 

BAB II 

AKAD DALAM SISTEM KONSINYASI 

 

A. Ijarah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah 

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al-

„iwadh/pengganti, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahala 

dinamai juga al-Ajru/upah.
21

 

Adapun secara terminology, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, 

antara lain: 

a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian. 

b. Menurut ulama Syafi‟iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh 

dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. 

c. Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. 

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu 

benda disebut Ijarah al’ain, seperti sewa menyewa rumah untuk 

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari 

seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya 

                                                 
21

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277. 
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dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.
22

 Adapun dasar hukum tentang 

kebolehan al-ijarah sebagai berikut: 

Surat Al-Qashash ayat 26 

                      

     

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

Kuat lagi dapat dipercaya". 

 

2. Rukun dan Syarat-syarat al-ijarah 

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Mu‟jir dan Musta‟jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa 

atau upah-mengupah. Mu‟jir adalah yang memberikan upah dan yang 

menyewakan, musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesutau, disyaratkan pada mu‟jir 

dan musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 

(mengendalikan harta), dan saling meridhai. 

b. Shighat ijab qabul antara mu;jir dan mu;tajir, ijab qabul sewa menyewa 

dengan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya: “Aku 

sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”maka musta‟jir 

menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap 

hari”. Ijab qabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277. 
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“Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap 

hari Rp. 5.000,00, kemudian musta‟jir menjawab “Aku akan kerjakan 

pekerjaan itu dengan apa yang engkau ucapkan”. 

c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah 

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah 

mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 

syarat: 

1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah 

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. 

2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah 

mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 

kegunannya (khusus dalam sewa menyewa). 

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) 

menurut syara‟ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu 

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 

3. Pembayaran Upah 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan.bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 

sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 

ketentuan penangguhnya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya 
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secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam 

Syafi‟I dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.  

4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad 

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya, 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan, 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan, 

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti 

sewa menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 

mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.
23

 

Selanjutnya sampai kapankah akad al-ijarah itu berakhir? Menurut al-

Kasani dalam kitab al-Badaa‟iu ash-Shanaa‟iu, menyatakan bahwa akad al-

ijarah berakhir bila adanhal-hal sebagai berikut: 

a. Objek al-ijarah hilang atau musnah 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 

                                                 
23
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c. Wafatnya salah seorang yang berakad 

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak.
24

 

B. Wakalah Bil Ujrah 

1. Definisi  

 Kata wakalah berarti “penyerahan” (tafwidh). Istilah wakalah 

memiliki akar kata di dalam Al-Qur‟an. Wakalah merupakan bentuk akad 

muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan kepada orang 

lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara 

terminology, pengertian wakalah adalah Akad yang digunakan seseorang 

untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf. 

2. Rukun dan syarat-syarat 

Perwakilan (wakalah) merupakan bentuk akad, karena itu tidak sah 

sebelum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara‟.adapun 

yang menjadi rukun dan syarat-syarat akad wakalah adalah sebagai berikut: 

a. Para pihak (aqidain) harus memenuhi syarat sebagai objek.para pihak 

dalam akad wakalah terdiri dari pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan 

yang menerima perwakilan disebut wakil. Namun agar dapat menjalankan 

akad wakalah, masing-masing pihak tersebut harus memenuhi syarat-

syarat tertentu, yaitu 

Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi ialah: 

(a) Memiliki kewenangan terhadap sesuatu yang akad diwakilkan.apabila 

tidak memiliki kewenangan tersebut, maka perwakilanya tidak sah; (b) 
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Harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Karena orang gila dan 

anak kecil yang belum dapat membedakan (mumayyiz) tidak dapat 

memberikan perwakilan kepada orang lain karena keduanya tidak 

mempunyai kecakapan (ahliyah). Kedua, syarat yang berlaku pada wakil. 

(a) Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang 

dikuasakan kepadanya; (b) Wakil yang menerima amanah dilarang 

memberi kuasa kepada pihak lain kecuali  atas persetujuan dari pihak 

yang memberi kuasa (muwakkil). Dalam akad wakalah kesepakatan 

masing-masing pihak dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. 

b. Adanya objek akad yang diwakilkan (muwakkal fih). Syarat objek akad 

yang bisa diwakilkan ialah semua pekerjaan yang menurut syara‟ boleh 

untuk diwakilkan kepada orang lain. 

c. Adanya pernyataan ijab dan qabul dari masing-masing pihak (sighat al-

„aqd). Dalam ijab qabul, tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan 

dibolehkan menggunakan apapun yang menunjukkan makna, baik melalui 

ucapan maupun perbuatan. Namun dalam ijab qabul tidak dipersyaratkan 

berada dalam majlis tertentu. Pernyataan ijab dapat disampaikan oleh 

muwakkil ketika akan mendelegasikan suatu kewenangan; dan qabul dari 

wakil sebagai bentuk kesediaan untuk menerima kewenangan tersebut.
25

 

Melalui akad wakalah, muwakkil dapat menyerahkan pekerjaan 

kepada wakilnya dengan menyertakan syarat-syarat tertentu. Begitu pula 

sebaliknya, seorang wakil yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain 
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(muwakkil), boleh mendapatkan upah (ujrah) yang sesuai. Akad wakalah 

yang dijalankan dengan disertai pemberian imbalan disebut Wakalah bil 

ujrah.  

Dalil syariah yang menjadi dasar hukum akad wakalah dengan 

imbalan adalah: “Berkata Abu Hurairah r.a: Telah berwakil Nabi SAW 

kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi uqubah 

seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau”(HR. 

Bukhari). 

Dalam memberikan upah harus sepadan dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Jika menurut kebiasaan tidak perlu memberikan upah, berarti akad 

wakalah kembali pada hukum asalnya yang bersifat tabarru‟. Karena akibat 

hukum dari berlakunya syarat tertentu pada wakalah (wakalah bil ujrah) ialah 

bahwa akad tersebut menjadi bersifat mengikat. 
26

  

 

C. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan 

dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter yaitu 

pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli 

yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual 

beli.
27
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Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya 

diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis: jual beli 

berasal dari bahasa arab al-bai’ yang artinya menjual, mengganti dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini 

terkadang digunakakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira (beli). 

Maka, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.  

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang 

berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah 

saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, jual beli adalah 

tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat. Ulama madzhab Maliki, Syafi‟i dan Hambali 

memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta 

dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan 

pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar 

barang/harta yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-

menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam 

pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.
28

 

Menurut Imam Nawawi, dalam kitab al-Majmu’ menyatakan bahwa 

jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud 

memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni 
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mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang 

bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.
29

 

Seperti beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.  

Sesuai dengan ketetapan-letetapan hukum maksudnya ialah 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟.
30

  

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar 

sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak 

dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi 

juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi 

penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. 

Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan 

yang  sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli 

merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenankannya. 
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Jual beli yang juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur‟an dan al-Hadits. Adapun 

hukum jual beli dalam Islam adalah al-Qur‟an, as-Sunnah, dan ijmak ulama.
31

 

 

a. Al- Qur‟an  

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275 

)٥٧٢(...ىـ الرِّبىا كىأىحىلَّ اللَّوي الٍبػىيٍعى كىحىرَّ ...
32 

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. 

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual  beli ada 

pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin 

bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di 

samping memang dalam nash al-Qur‟an sudah jelas dan banyak sekali 

yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain 

menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, 

misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang 

piutang sehingga ia lebih cenderung memeras daripada menolong orang 

miskin.
33

  

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba agar 

manusia terhindar dari dosa, hendaknya jual beli tersebut dilakukan 

dengan mengikuti syari‟at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

al-Baqarah ayat 198: 

                                                 
31

 Ibid., hlm. 61. 
32

 Q.S. Al-Baqarah  ayat  275. 
33

 Ibid., hlm. 61. 



 

 24 

لىيٍسى عىلىيٍكيمٍ جينىاحه أىفٍ تػىبٍتػىغيوا فىضٍلا مًنٍ رىبِّكيمٍ فىإًذىا أىفىضٍتيمٍ مًنٍ عىرىفىاتو فىاذكٍيريكا اللَّوى عًنٍدى 
 )٨٩١الٍمىشٍعىرً الْىٍرىاًـ كىاذكٍيريكهي كىمىا ىىدىاكيمٍ كىإًفٍ كينٍتيمٍ مًنٍ قػىبٍلًوً لىمًنى الضَّالِّينى )

 “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berdzikirlah 

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; 

dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”. 

 

 

Q.S. An-Nisa >‟ ayat 29: 

نٍكيمٍ يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا لا تىأٍكيليوا أىمٍوىالىكيمٍ بػىيػٍنىكيمٍ باًلٍبىاطًلً إًلا أىفٍ تىكيوفى تًِىارىةن عىنٍ تػىرىاضو مً 
 )٥٩كىلا تػىقٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيمٍ إًفَّ اللَّوى كىافى بًكيمٍ رىحًيمنا )

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
34

 

 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah melarang mengambil 

harta orang lain dengan jalan yang batil  (tidak benar), kecuali dengan 

perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama 

tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung 

pengertian yang luas, yaitu: 

1) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak 

mendapat perlindungan dan tidak  boleh diganggu gugat.  
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2) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan 

zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama dan negara. 

3) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula 

orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak 

menerima zakatnya, tetapi harta itu boleh diambil begitu saja tanpa 

seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. 

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli 

dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena 

jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walau ada bayaran atau 

penggantinya.
35

 

b. Hadits 

Hadits dari al-Baihaqi, Ibnu Ma >jah dan Ibnu H}ibba >n, Rasulullah 

SAW mengatakan:  

بٍني مُيىمَّدو، حىدى ثىنأ عىبٍدي الٍعىزيًزي بٍني  الدِّمىشٍقًى، حىدى ثػىنىا مىرٍكىافي  حىدى ثىنا العىباَّ سي بٍني الوىليًٍدً 
عًيٍدو  مُيىمَّد عٍتي ابىاسى : ديُ خلا عىنٍ دىاكيدى بٍني صاىلًحً الٍمىدى يٍنًِ، عىنٍ ابيًٍوً، قاؿ: سَىً رلً يػىقيوٍؿي ٍُ
لمقىاؿ  س ه و  ي ل ى الله ع ل " )ركاه بيهقي( ص ا الٍبػىيٍعي عىنٍ تػىرىاضو "إنََّّ

36
  

“Haba >s bin Wali >d ad-Dimasyqi > telah menceritakan kepada kami, Marwa >n 

bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, „Abdul „Azi >z bin 

Muhammad telah menceritakan kepada kami, dari Da >ud bin Salih al-

Madaini> dari ayahnya, berkata: “Saya mendengar Abu Sa‟i >d h}udri 
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mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jual beli itu didasarkan 

atas suka sama suka” 

 
c. Ijmak Ulama 

Adapun jual beli yang berdasarkan ijmak ulama yaitu, ulama telah 

sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan 

mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Akan 

tetapi demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya 

itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.
37

 

Para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli 

adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, 

menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqh Ma >liki>, hukumnya boleh berubah 

menjadi wajib. Imam asy-Sya >tibi >, memberi contoh ketika terjadi praktek 

ih}tika>r (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan 

harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ih}tika>r dan 

mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan 

tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-

pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum 

terjadinya pelonjakan harga.
38

 

 

D. Rukun dan Syarat Jual Beli 
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Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli antara lain 

adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga 

kemaslahaatan orang berakad, menghindari jual beli yang garar atau adanya 

unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan sebagainya.  

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 

beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli 

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual 

beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) 

dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi 

rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati 

yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang 

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli 

menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling 

memberikan barang dan harga barang (ta’a>t}i>). 

Agar perjanjian/akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai 

daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. 

Adapun rukun jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, 

adanya uang dan benda/barang serta adanya ijab dan kabul.  

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat, yaitu:  

1. Ada orang yang berakad atau al-muta’a>qidain (penjual dan pembeli).  

2. Ada s}i >ghat (lafal ijab dan kabul) 
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3. Ada barang yang dibeli. 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 

dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan 

rukun jual beli.
39

 

Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat 

bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. 

Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang 

sebagai jual beli, maka itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas 

untuk mewajibkan lafadz.
40

 

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang 

tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat 

jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama 

ialah sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat orang yang berakad. 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli 

itu harus memenuhi syarat: 

1. Berakal 
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Yang dimaksud berakal adalah dapat memilih atau membedakan 

mana yang baik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka 

jual beli tersebut tidak sah.
41

 

 Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil 

yang mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang 

dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima 

hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad 

itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya 

kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan 

hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.  

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz 

mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa 

menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika 

walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah 

mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. 

2. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda 

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 

bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli. Oleh karena itu, 

tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah 
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perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang. Misalnya, Ahmad menjual 

sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
42

 

3. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan) 

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, 

baik oleh penjual maupun pembeli.
43

 Adapun paksaan menunjukkan tidak 

suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli 

merupakan unsur pokok.  

Hal ini di tegaskan dalam Q.S. An-Nisa >‟ ayat 29: 

رىةن عىنٍ تػىرىاضو مًنٍكيمٍ يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا لا تىأٍكيليوا أىمٍوىالىكيمٍ بػىيػٍنىكيمٍ باًلٍبىاطًلً إًلا أىفٍ تىكيوفى تًِىا
 )٥٩كىلا تػىقٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيمٍ إًفَّ اللَّوى كىافى بًكيمٍ رىحًيمنا )

 “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu 

dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa 

jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang 

bebas dari unsur-unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau 

kericuhan. 

4. Baligh  

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan 

telah haid bagi perempuan. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi 
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belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka 

diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau 

tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.
44

 

Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak mengadakan aturan yang 

mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya 

anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.  

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul (S }i>ghat)  

Sighat yaitu segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari 

kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Suatu akad dinyatakan sah 

apabila disertai dengan lafaz ijab dan kabul, dengan kata lain ijab berarti 

mewajibkan dan mengharuskan, sedangkan kabul berarti menerima. Ijab dan 

kabul merupakan unsur terpenting untuk terjadinya sebuah transaksi (akad) 

yaitu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ijab biasanya dilakukan oleh 

pihak pertama, sedangkan kabul dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama 

dan kedua masing-masing adalah ‘a>qid. 

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu 

kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari 

ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu 

diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat 

kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah.
45

 

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka 

pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. 
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Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang 

berpindah tangan menjadi milik penjual.  

Ijab sebagai tanda bahwa pihak pertama rela menyerahkan sesuatu hal 

yang dimilikinya kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju menerima 

penyerahan hak itu. Kerelaan kedua belah pihak itu merupakan unsur 

terpenting dalam segala bentuk akad.  

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat-syarat ijab kabul 

meliputi: 

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur 

ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafi, sesuai dengan perbedaan 

mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan 

di atas.  

2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku 

ini seharga Rp. 15.000,-“, lalu pembeli menjawab:”Saya beli buku 

tersebut dengan harga Rp. 15.000,-“. Apabila antara Ijab dan kabul tidak 

sesuai maka tidak sah. 

3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak 

yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum 

mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak 

terkait dengan masalah  jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka 
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menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka 

berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.
46

 

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma’qu >d ‘alaih) 

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan 

ialah sebagai berikut: 

1. Suci 

Bahwa dalam ajaran Islam dilarang melakukan transaksi jual beli 

barang-barang yang mengandung unsur najis maupun barang-barang yang 

nyatanya diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah 

menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan 

sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualian, yaitu ikan dan 

belalang.
47

 

2. Memberi manfaat menurut syara‟ 

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa  dimanfaatkan dengan 

sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain 

seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena 

sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara 

syar‟i. Oleh karena itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan 

pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena 

hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata 
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seperti ular, kalajengking, dan tikus, tidak ada manfaat di dalamnya 

sehingga bisa ditukar dengan harta.
48

 

3. Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal 

lain, seperti: jika ayahku pergi kujual motor ini padamu.  

4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada Tuan 

selama satu tahun, maka jual beli tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah satu 

sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali syara’. 

5. Dapat diserahterimakan  

Apabila diketahui barang secara dzat, bentuk, kadar, dan sifatnya, 

maka tidak akan terjadi kicuh-mengicuh. Tidak sah jual beli yang 

barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. Seperti 

ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab 

semuanya mengandung tipu daya. Ketika akad berlangsung, apabila 

barang tersebut tidak dapat diserahterimakan, maka jual beli tersebut 

tidak sah. Yang dijadikan objek akad dapat diserahterimakan yang artinya 

bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila 

menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.
49

 

6. Keadaan barang milik penjual 

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh 

diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam 

tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.
50

  

7. Diketahui atau dilihat 
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Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, 

beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah 

jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. 

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, ulama fiqh juga 

mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu:
51

  

a. Syarat sah jual beli.  

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah 

apabila:  

1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 

diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun 

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 

paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang 

membuat jual beli itu rusak. 

2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 

barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang 

dikuasai penjual.  

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli 

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai 

kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat 

dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki 

kekuasaan secara langsung melakukan akad.  

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli 
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Ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat 

apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiya>r (hak pilih untuk 

meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih 

mempunyai hak khiya>r, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat 

dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara 

hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak 

penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu. 

Dari pemaparan di atas penulis memahami bahwa jual beli dapat dikatakan 

sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh 

syara’ yang menetapkan akibat hukum pada objeknya, dan disepakati oleh kedua 

belah pihak dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya atau suka sama suka.  

 

E. Macam-macam Jual Beli  

Bentuk akad jual beli yang dibahas oleh para ulama sangat beragam 

jumlahnya. Ditinjau dari segi objek dan cara menjalankannya, akad jual beli 

dapat dibedakan menjadi: 

1. Bay’ al-muqayyadah: merupakan jual beli barang dengan barang (bay’ al-‘ain 

bi al-‘ai>n) yang lazim dikenal dengan istilah barter. 

2. Bay’ al-mut}la>q: yaitu jual beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu 

(bay’ al-‘ai>n bi al-‘dai>n) sesuai dengan harga hasil kesepakatan (tsaman). 

3. Bay’ al-sharf: merupakan bentuk jual beli barang berharga baik sejenis 

maupun tidak sejenis secara tunai. 
52
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Pembahasan mengenai macam-macam jual beli di sini hanya akan dibahas 

dari segi sah atau tidaknya jual beli. Macam-macam jual beli terdiri dari dua 

kategori, sebagai berikut: 

1. Jual beli yang shahih 

Jual beli yang shahih yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat 

yang ditentukan syara‟ dan tidak terkait dengan hak khiya>r lagi.
53

 Jual beli 

seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, 

seseorang membeli sebuah buku, semua rukun dan syarat jual beli telah 

terpenuhi, buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, 

tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan buku itupun telah 

diserahkan, serta tidak ada lagi khiya>r dalam jual beli tersebut. Jual beli 

seperti ini hukumnya sahih, karena mengikat kedua belah pihak.
54

 

2. Jual beli terlarang 

Jual beli terlarang dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

a. Jual beli batal (fa>sid) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Jual beli 

fasid dibagi menjadi 8, meliputi: 

1) Jual beli sperma pejantan (‘asbul fah}) adalah pembenihan dengan 

pejantan (d}i>rab), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan 

pejantan.  

2) Jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan (h{abalul 

h}abalah). Di mana seseorang berniat menjual janin beserta induknya 
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yang masih berada di dalam kandungan (perut). Contoh : seseorang 

membeli unta dengan sejumlah harga yang mana harga tersebut sudah 

mencakup janin yang di kandung induknya, karena mungkin sudah 

diprediksi kualitasnya. 

3) Jual beli mala>qih adalah jual beli hewan yang masih ada dalam 

kandungan. Contoh: seseorang memiliki unta kemudian pemilik 

berniat menjual janin yang ada pada binatang itu, saja.Jual beli 

tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual 

beli, antara lain tidak adanya hak  kepemilikan dan sulit dilakukan 

serah terimanya.
55

  

4) Jual beli mad}amin adalah jual beli sperma yang masih tersimpan 

dalam tulang sulbi hewan pejantan. Jual beli tersebut hukumnya batal 

karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak 

adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terima.  

5) Jual beli dengan cara meraba (bai’ mula >masah) adalah jual beli yang 

dilakukan dengan cara pembeli meraba barang yang akan dijual oleh 

penjual, kemudian membelinya ketika melihatnya. Jual beli tersebut 

dianggap batal karena barang yang dijual tidak diketahui dan karena 

tidak ada sighat ijab kabul. 

6) Jual beli dengan saling melempar barang yang dijual belikan (bai’ 

muna >badzah) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara dua pihak 

                                                 
55

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: 

Almahira, 2010), hlm. 634.  



 

 39 

yang melakukan transaksi jual beli sepakat menjadikan lemparan 

sebagai jual beli, tidak perlu lagi ada s}i >ghat akad. Misalnya: “Aku 

lemparkan bajuku padamu dengan harga lima puluh ribu rupiah,” 

kemudian pembeli mengambil barang yang dilemparkan oleh penjual. 

Jual beli tersebut dianggap batal karena tidak adanya s}i >ghat akad. 

7) Jual beli dengan kerikil (bai’ hash }at) adalah jual beli yang dilakukan 

dengan cara pihak penjual berkata kepada pembeli: “Aku jual pakaian 

ini yang terkena kerikil kepadamu,” atau “Aku jual tanah kepadamu 

mulai dari sini sampai tempat kerikil ini jatuh.” Kemudian pihak 

pembeli menyetujuinya. Jual beli tersebut dianggap batal karena 

barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti dan tidak 

terdapat sighat akad.
56

 

8) Larangan melakukan dua jual beli dalam satu akad, seperti: penjual 

berkata: “Aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar 

secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. 

Silahkan pilih yang mana yang kamu kehendaki atau yang aku 

kehendaki.” Jual beli tersebut dianggap batal karena terdapat 

ketidakjelasan akad.  

b. Jual beli terlarang yang diharamkan 

Jual beli terlarang yang diharamkan terdiri dari dua kategori, 

sebagai berikut:  
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1) Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya jual beli, 

larangan tersebut berkaitan dengan faktor yang menyertai jual beli itu 

sendiri. Artinya, larangan tersebut bukan  karena jual beli secara 

khusus, melainkan karena faktor lain diluar  jual beli. 

Praktik jual beli seperti itu ada tujuh macam, sebagai berikut: 

a) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal 

menetap (h}a>d}ir) kepada kaum nomaden (badi). Misalnya: ada 

orang asing yang datang membawa barang atau makanan yang 

sangat dibutuhkan dan dijual dengan harga yang berlaku pada hari 

itu. Kemudian orang yang bermukim disuatu daerah atau kota 

berkata, “Tinggalkan barang itu untukku. Aku akan menjualnya 

untukmu secara bertahap (sedikit demi sedikit) degan harga yang 

lebih tinggi dari harga jual sekarang. Jual beli semacam ini 

diharamkan karena mempersulit kehidupan ekonomi sekelompok 

orang, yaitu tidak adanya perlindungan konsumen.  

b) Jual beli dengan mencegat kendaraan (rukba >n) para pedagang di 

tengah perjalanan. Jual beli ini dilakukan dengan cara seseorang 

mencegat rombongan yang membawa barang dagangan yang akan 

menuju ke daerah tertentu, kemudian ia membeli dagangan 

mereka sebelum sampai di daerah yang dituju dan sebelum 

mengetahui harga sebenarnya. Dalam hal ini disimpulkan bahwa 

proses pembeliannya itu berdosa sedangkan akad jual belinya sah, 

karena dalam jual beli semacam ini akan merugikan pedagang, 
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baik pembeli tersebut berbohong maupun tidak, tindakan ini sama 

halnya dengan mengabaikan unsur perlindungan pedagang 

(penjual).
57

  

c) Menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain. Misalnya: 

seseorang berupaya menawar barang yang sedang ditawar oleh 

orang lain dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga 

pembelian disepakati. Jual beli tersebut diharamkan karena 

menyakiti pembeli pertama.
58

 

d) Menjual barang dari akad jual beli pertama yang belum sah. 

Contohnya: seseorang (yang sedang melakukan jual beli) mencari 

pembeli lain untuk membatalkan jual beli yang sedang 

berlangsung supaya penjual menurukan harga. Jual beli tersebut 

diharamkan bagi pelaku, karena menyakiti pihak penjual. 

e) Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain pada masa 

khiya >r. Misalnya: seseorang meminta penjual membatalkan akad 

jual beli yang terjadi karena dia akan membelinya dengan harga 

yang lebih tinggi. Jual beli semacam ini diharamkan. 

f) Jual beli najsy. Seseorang menaikkan harga penawaran barang 

yang dijual, tanpa didasari keinginan untuk membelinya, 

melainkan untuk menipu orang lain agar membelinya. Jual beli 

tersebut dianggap haram karena menyakiti orang lain.  
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g) Menjual kurma atau anggur kepada pembuat minuman keras.
59

  

2) Transaksi jual beli yang terlarang yang berdampak terhadap batalnya 

akad, meliputi: 

a) Jual beli „urbun 

Menurut ulama selain madzhab Hanbali, sistem jual beli 

‘urbun hukumnya tidak sah. Jual beli ‘urbun dilakukan dengan 

cara seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa 

dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran 

barang jika dia menyukainya. Jual beli ini dilarang karena terdapat 

dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat 

mengembalikan barang jika tidak disukai.
60

 

b) Jual beli garar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan 

(ketidakjelasan). Macam-macam jual beli garar, seperti:  

(1) Jual beli barang yang abstrak.  

Jual beli barang abstrak hukumnya tidak sah. Misalnya: 

jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah. 

(2) Jual beli barang milik orang lain.  

Jual beli barang yang bukan milik sendiri tanpa seizin 

pemiliknya hukumnya tidak sah. 

(3) Jual beli barang yang belum diterima.  

Jual beli barang yang belum sepenuhnya menjadi hak 

milik hukumnya tidak sah.  
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(4) Jual beli barang yang sulit diserahkan.  

Jual beli barang yang sulit diserahkan tidak sah atau 

tidak boleh, seperti jual beli burung yang berada di udara, ikan 

didalam air, unta yang lepas, kuda yang sedang berdiri, harta 

gas}ab yang berada di tangan pelaku gas}ab. 

(5) Jual beli barang yang masih di dalam sangkar atau kolam.  

Hukum orang memperdagangkan burung di dalam 

sangkar yang terkunci pintunya atau ikan di dalam kolam yang 

terhubung langsung dengan sungai adalah sebagai berikut. 

Juka pembeli dapat mengambil barang tersebut tanpa kesulitan 

yang berarti ketika dia menghendakinya, jual beli burung atau 

ikan tersebut boleh. Jika burung di dalam sangkar yang besar 

atau ikan berada di dalam kolam yang luas, sementara pembeli 

harus mengambilnya dengan susah payah, jual beli tersebut 

hukumnya tidak boleh karena barang tidak dapat diserahkan 

saat itu juga.  

(6) Jual beli yang tidak diketahui bentuknya.  

Jual beli yang tidak terlihat di tempat transaksi ada 

beberapa kasus hukum. Jika jenis atau macam barang tidak 

ada, hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Karena jual beli 

semacam ini mengandung unsur penipuan. Meskipun jenis 

atau macam barang dapat diketahui, misalnya: penjual berkata, 
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“Aku jual kain sutra yang ada dirumahku kepadamu.” Menurut 

Imam Syafi‟i transaksi jual beli seperti ini hukumnya tidak sah 

karena karakter barangnya tidak diketahui.
61

 

(7) Jual beli yang dilakukan orang buta.  

Jual beli yang dilakukan orang buta hukumnya tidak 

sah. Sebab, jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi 

sempurna setelah pembeli melihatnya, dan menyandang 

tunanetra tidak dapat melakukan itu. Jual beli yang dilakukan 

oleh orang buta sama haknya dengan jual beli barang yang 

tidak terlihat sedikitpun. 

(8) Jual beli kedelai beserta kulitnya.  

Jual beli tersebut tidak boleh karena biji kedelai ada 

yang kecil dan ada yang besar, kadang juga tidak berisi biji, 

dan ada juga yang bijinya telah berubah. Jual beli ini 

mengandung penipuan dan tanpa kepentingan yang mendesak. 

(9) Jual beli yang tidak diketahui kadarnya.  

Hukumnya tidak sah, contohnya: seseorang berkata : 

“Aku jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang.” Jual beli 

semacam ini tidak sah karena mengandung unsur penipuan. 

Kata sebagian tidak bisa dipastikan besar kecilnya. 
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(10) Jual beli air susu yang belum diperah.  

Hukum jual beli air susu yang belum diperah tidak 

boleh karena kadar atau sifatnya tidak diketahui secara pasti 

dan juga tidak bisa diserahkan.
62

 

(11) Jual beli barang yang tidak diketahui harganya 

Hukum jual beli barang yang tidak diketahui tidak 

diperbolehkan. Misalnya : jual beli barang dengan stempel 

atau poin dan juga jual beli barang dengan harga penjualan 

barang lain.  

(12) Jual beli pembayaran yang ditangguhkan 

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya: 

pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran 

merupakan nilai tukar dalam jual beli. Jadi jual beli dengan 

pembayaran pada waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak 

boleh. 

(13) Jual beli bersyarat 

Menaklik akad jual beli dengan syarat di masa 

mendatang    hukumnya tidak sah.
63

 

 

F. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam  

Dalam syari‟at Islam, bidang muamalat memberikan prinsip-prinsip 

umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ialah:  
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a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur‟an dan al-Hadits. 

b. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. 

d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
64

 

Dalam aktivitas jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas 

maka kegiatan muamalat yang dijalankan tersebut akan bermanfaat antara sesama 

manusia dan sah menurut hukum Islam. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari terdapat unsur tolong-menolong antara manusia dan roda 

kehidupannya yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi akan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Dengan demikian, beberapa hal yang harus dipedomani dalam konteks ini 

adalah: menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat  garar dan maisir 

yaitu gambling (judi), data dan informasi komoditi jelas baik menyangkut 

satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan 

penyerahannya, nilai guna yang membawa maslahat dan tidak membahayakan.  

Kegiatan jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas maka 

kegiatan muamalat yang dijalankan akan bermanfaat antara sesama manusia dan 

sah menurut hukum Islam.  
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Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan 

dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai dengan syari‟at 

dan yang bermanfaat baik melalui usaha mandiri maupun kerja sama.
65

 

Dalam konteks jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri 

Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menjadi bermasalah 

dikarenakan adanya ketidakjelasan pada jumlah barang yang akan terjual. Seperti 

berapa jumlah kue kering yang akan habis terjual. Ketidakjelasan dalam banyak 

aspek seperti ini akan berpotensi merugikan salah satu pihak khususnya pembeli. 

Oleh karena itu, pada bab IV secara hukum akan dibahas tentang Jual Beli Kue 

Kering dengan system konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Untuk menjadi penelitian ini terealisir dan mempunyai bobot ilmiah, maka 

perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun 

penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode 

kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
66

 Penelitian lapangan ini pada hakikatnya 

merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realistis tentang apa 

yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
67

 Adapun pendekatan 

penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia.
68

 

Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian; suatu pernyataan 

sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data 

yang diuji kembali secara empiris.69 Dalam hal ini penelitian secara langsung 
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yang sasarannya adalah praktek jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi 

pada UD Sri Rejeki Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.  

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. 

Deskriptif karena dapat memberikan gambaran secara rinci serta sistematis 

mengenai permasalahan yang diteliti. Analitik karena dari penelitian ini akan 

dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti
70

. 

Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue 

kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas.  

 

C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau 

diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang 

disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian.
71

 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Pemilik 

UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yaitu  

Nama  : SRI WAHYUNI 

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 7 April 1965 

Pendidikan : SMA 

Agama : Islam 
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Pekerjaan  : Wirausaha 

Alamat   : Pejogol Rt 04 Rw 01 Kec.Cilongok  

   Kab. Banyumas 

Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli kue 

kering dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh Pemilik Produk dan 

Pemilik Toko dalam transaksi jual beli. Penulis berkeinginan mengungkap 

bagaimana praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi tersebut di UD 

Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Kemudian 

dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat 

dalam hukum Islam. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan 

data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
72

 Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan, yaitu pihak Pemilik UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas yang melakukan transaksi dalam jual beli 

kue kering di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 
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b. Data Sekunder 

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam 

bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti 

untuk di proses lebih lanjut,
73

 yang termasuk sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku-buku atau catatan yang menunjang serta 

memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan 

sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesaikan penulisan tersebut 

seperti makalah, jurnal, artikel dan lainnya. 

Sumber data ini merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan orang-orang yang memberikan informasi data fakta tersebut.
74

 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab 

fiqh antara lain karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh as-Sunnah, karya 

Abdurrahman al-Jaziri yang berjudul al-Fiqh ‘Ala Maz \a>hibil al-Arba’ah Juz 

II, karya Ibnu Qudamah yang berjudul al-Mughni >, dan lain-lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau 

teknik supaya data yang didapat sesuai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Wawancara 
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Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

menggunakan petunjuk umum wawancara.
75

 

Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan jalur 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul 

data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pada penelitian ini 

peenyusun melakukan wawancara secara terstuktur melalui tahap tatap muka 

(face to face). Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus 

pada penggalian data tentang jual beli kue kering dengan sistem 

konsinyasi.  

b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu pemilik UD Sri 

Rejeki Kabupaten Banyumas yang melakukan transaksi jual beli tersebut. 

c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.  

Dalam penelitian ini, mekanisme yang digunakan adalah wawancara 

secara langsung dengan pemilik UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas.  

b. Observasi  
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Yaitu dalam pengumpulan data diambil dengan cara melakukan 

pengamatan terhadap fenomena sosial, ekonomi, budaya, keagamaan dari 

wilayah yang dijadikan penelitian dan segala sesuatu hal yang berhubungan 

dengan objek penelitian yang kemudian dijadikan data.
76

 Semua bentuk 

penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi 

didalamnya. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam 

konteks alamiah (naturalistik).
77

 Adapun dalam teknik observasi terdapat dua 

macam yaitu: 

a. Teknik observasi langsung 

Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data yang 

mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat 

terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu 

dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi 

buatan, yang khusus diadakan. 

b. Teknik observasi tidak langsung 

Teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data 

dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek 

yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik yang sudah ada 

maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Dalam 
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pelaksanaan dapat berlangsung dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan.
78

 

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah: 

a. Melakukan persiapan ke lapangan dengan melakukan pendekatan kepada 

Pemilik UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah 

dalam proses pengumpulan data. 

b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. 

Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data UD Sri Rejeki 

mengenai keadaan geografis, monografis dan demografis UD Sri Rejeki. 

c. Mendiskusikan hasil observasi dengan informan untuk membuat 

kesimpulan.  

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung 

karena penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli 

kue kering di UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas. Metode ini bermanfaat 

untuk mengumpulkan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal yang 

diperoleh di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melihat atau 

mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-
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catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.
79

 Keuntungan 

menggunakan dokumentasi ialah biaya yang relatif murah, waktu dan tenaga 

yang efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen 

cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut 

salah juga dalam mengambil data.
80

 Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan dan 

dokumen yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Pada jenis 

penelitian ini, penulis melengkapi dokumen pendukung tercapainya tujuan 

penelitian, yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap Pemilik Produk 

Kue Kering UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatn Cilongok Kabupaten 

Banyumas berupa pedoman wawancara dan data-data yang diperoleh dari UD 

Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data terkait dengan transaksi 

maupun kegiatan jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri 

Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat 

ditafsirkan. Menyusun data berarti adalah menggolongkannya ke dalam berbagai 

pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interprestasi artinya memberikan makna 

kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara 

berbagai konsep analisis data.  
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Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang 

lengkap. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok di 

fokuskan pada hal-hal yang penting-penting berkaitan dengan masalah. Data 

yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan wawancara.
81

 

Metode yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif Kualitatif, adalah 

cara menganalisa data dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), 

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
82

 Dalam hal ini penulis 

akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sistem jual beli kue kering 

dengan cara konsinyasi tersebut di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas. 

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua 

data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data 

sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali 

mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam 

tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang 
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tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan 

ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat 

memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak 

perlu. 
83

 

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil 

wawancara dengan berbagai interviewe yaitu Pemilik Produk Kue kering UD 

Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang menjadi subyek 

penelitian dan data hasil wawancara dari UD Sri Rejeki yang berkaitan 

dengan penelitian ini.   

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara 

menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang 

didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.  

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk 

penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis.
84

 Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang UD 

Sri Rejeki dan praktik jual beli kue kering.  

3. Penarikan Kesimpulan (Consclusion Drawing) / Verifikasi (Verification) 
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Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan 

dan verivikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.
85

 

Kesimpulan juga verifikasi sebagaimana penulis memproses, dalam 

verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan 

cepat lewat pikiran penulis selama menulis dengan suatu tamsya pendek 

kembali ke catatan lapangan verifikasi tersebut mungkin melalui dan 

dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di 

antara kolega untuk mengembangkan konsensus antar subyek atau dengan 

usaha yang membuat reflikasi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. 

Secara singkat, maka muncul dari data yang telah diuji kepercayaannya, 

kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya. 

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik 

kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan 

dengan praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi yang dilakukan 

oleh UD Sri Rejeki.  
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BAB IV 

JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI DI UD SRI 

REJEKI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS 

 

A. Profil UD Sri Rejeki   

1. Letak Geografis UD Sri Rejeki 

Lokasi penelitian UD Sri Rejeki merupakan wilayah yang letaknya 

berada di Desa Pejogol Rt 04 Rw 01 Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas yang sangat strategis. Batas – batas sebelah barat Desa Pageraji, 

Sebelah selatan Desa Penusupan Timur Desa Tamansari Utara Desa 

Langgongsari dan Desa Karangkemiri. 

2. Sejarah Singkat Berdirinya UD Sri Rejeki 

UD Sri Rejeki adalah sebuah tempat usaha untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat Desa Pejogol dan berdiri pada tahun 2010. Pada 

mulanya membuat kue kacang tersembunyi setelah berkembang produksi 

bertambah menjadi banyak, misalnya kue semprit, kue kacang, Kue kemiri, 

kue pastel manis, kue kembang duren dan kue kripik bawang. Pada mulanya 

dikelola sendiri tetapi karena permintaan semakin banyak maka UD Sri 

Rejeki membutuhkan banyak karyawan. Jumlah karyawan sampai saat ini 28 

karyawan dan karyawati., yang membidangi tugas sendiri. Pemilik sekaligus 

Direktur Utama bernama Sri Wahyuni yang lahir pada tanggal 7 april 1968 

dengan karyawan. 
86
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Tabel 1 

Daftar Nama Karyawan Karyawati 

NO NAMA TUGAS 

1 TISWEN Membuat Adonan kue 

2 YUNI Membuat adonan kue 

3 WARSIAH Menggoreng kue 

4 MUSLIHAH Membuat Adonan Kue 

5 RIYANI Mencetak, melipat adonan kue 

6 WARSITI Mencetak, melipat adonan kue 

7 KARSIAH Mencetak, melipat adonan kue 

8 KARSITIN Mencetak, melipat adonan kue 

9 ANISA Mencetak, melipat adonan kue 

10 WIWI Mencetak, melipat adonan kue 

11 AMINAH Mencetak, melipat adonan kue 

12 NARSITI Mencetak, melipat adonan kue 

13 SITI Mencetak, melipat adonan kue 

14 KARSINI Mencetak, melipat adonan kue 

15 RODIYAH Mencetak, melipat adonan kue 

16 EKA Packing Kue 

17 ROMLAH Mencetak, melipat adonan kue 

18 MUKHSONAH Mencetak, melipat adonan kue 

19 WARSO SOPIR  

20 NUR CAHYO Sales 

21 DARSINI Menggoreng dan MengovenKue 

22 SRI WAHYUNI Sales 

23 SRI UTAMI Mencetak, melipat adonan kue 

24 TOIRAH Mencetak, melipat adonan kue 

25 TANTO Membuat Kayu bakar 

26 RASIDAN Packing Kue 

27 ARLIN Mencetak, melipat adonan kue 

28 RASITI Mencetak, melipat adonan kue 
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Tabel 2 

Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Membuat Adonan Kue 3 

2 Menggoreng dan Mengoven kue 3 

3 Sopir 1 

4 Sales 2 

5 Packing Kue 3 

6 Mencetak, melipat Adonan 14 

7 Membuat Kayu Bakar 2 

 JUMLAH 28 

 

Dalam sistim pembayaran pada karyawan yaitu ada sistim borongan 

dan sistim harian. Untuk yang sistim borongan yaitu yang mencetak dan 

melipat kue, mengoreng dan mengoven kue. Sedangkan yang sistim harian 

yaitu sopir, sales, membuat adonan kue, packing kue dan membuat kayu 

bakar. Untuk harga borongan setiap kg seharga Rp.1.500,00- dan untuk 

harian Rp. 25.000,00-/ hari. Setiap hari UD Sri Rejeki dapat memproduksi 

kue 140 kg.
87

 

Tabel 3 

HAsil Produksi Kue Kering UD Sri Rejeki Setiap Hari 

NO JENIS KUE BERAT/KG 

1 KUE KACANG TERSEMBUNYI 50 Kg 

2 KUE SEMPRIT 8 kg 

3 KUE KACANG 10 kg 

4 KUE KEMBANG DUREN 10 kg 

5 KUE PASTEL MANIS 30 kg 

6 KUE KRIPIK BAWANG 20 kg 

7 KUE KEMIRI 12 kg 

 JUMLAH 140 kg 
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B. Praktek Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsiyasi Di UD Sri Rejeki 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 

Setiaptransaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara 

kedua belah pihak, atau dengan bahasa lain, sama-sama ridha. Dalam hal ini, 

mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui 

informasi yang diketahui oleh pihak lain yang dapat terjadi pada empat hal, yakni 

kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
88

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati 

dan dibenarkan oleh syara‟. Oleh karena itu, jual beli merupakan suatu kegiatan 

yang tujuannya saling tolong menolong di antara sesama makhluk hidup, dengan 

jual beli maka kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri akan tercukupi. 
89

 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Pemilik di UD Sri 

Rejeki, terdapat salah satu aktivitas jual beli kue kering dengan sistem 

konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah Pengiriman atau Penitipan Barang dari 

pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan 

memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik 

barang sampai barang tersebut terjual.Dalam proses  transaksi jual beli kue 

kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung 
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desa para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan 

membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. 
90

 

Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli kue kering dengan sistem 

konsinyasiada perjanjian terlebih dahulu antara si sales dengan pemilik toko. 

Sistim pembayarannya sesuai dengan kue titipan yang terjual, misalnya 

menitipkan kue kering dalam 1 minggu sebanyak 50 bal dan ternyata yang terjual 

hanya 30 bal maka di minggu tersebut akan dibayarkan sejumlah 30 bal. 

sedangkan sisanya menunggu untuk dijual terlebih dahulu kalau sudah kadaluarsa 

dan tidak terjual maka kue – kue tersebut kembali lagi ke pemilik produk. 

Sedangkan UD Sri Rejeki itu harus menggaji karyawan karyawati setiap 1 

minggu sekali yaitu pada hari sabtu.  

Menurut Fikih, bahwa jual beli dianggap sah apabila Rukun dan Syarat 

Jual Beli telah terpenuhi, yakni adanya;  

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 

2. Shighot (lafal ijab dan qabul),  

3. Barang yang dibeli, 

4. Nilai ukar pengganti barang
91

 

Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat – syarat tertentu. Syarat – 

syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek 

akad maupun sighatnya. Adapun syarat – syarat yang harus dimiliki oleh penjual 

dan pembeli adalah 
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5. Berakal 

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana 

yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual 

beli yang diadakan tidak sah.
92

 

Di UD Sri Rejeki pemilik dan para karyawan berakal sehat dan tidak 

ada yang gila. 

6. Dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan 

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik 

penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal 

unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok. 

UD Sri Rejeki menitipikan produk kalau pemilik toko tidak menerima 

maka dari pihak UD tidak menitipkan. 

7. Orang yang melakukan adalah orang yang berbeda 

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

yaitu sebagai penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad 

dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan 

oleh dua orang. Dari pihak UD Sri Rejeki dengan Pemilik Toko jelas 

berbeda. 

8. Baligh 

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan 

telah haid bagi perempuan.
93

 Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi 

belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka 
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diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau 

tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang 

agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan 

kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam 

melakukan jual beli masih diperselisihkan.  

Di UD Sri Rejeki Para Karyawan, Pemilik, sudah dewasa semua 

(sudah berumah tangga). 

Dalam dunia bisnis ada banyak sekali macam – macam kerja sama dan 

salah satunya adalah dengan sistim penjualan konsinyasi. Diantaranya sistim jual 

beli kue kering di UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas. Jual beli dengan system konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama 

penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau 

pemilik toko. Di mana pemilik produk atau barang menitipkan barangnya kepada 

penyalur atau pemilik toko untuk dijual di tokonya dan untuk pembagian 

keuntungannya sendiri biasanya ada beberapa macam di antaranya 

1. Penyalur aau Pemilik Toko akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari si Pemilik Baranga atau 

Produk dan selisihnya menjadi laba si Penyalur atau Pemilik Toko 

2. Pemilik Barang sudah menentukan harga jualnya dan si Penyalur atau 

Pemilik Toko mendapatkan prosentase dari barang yang terjual misal 10% 

sampai 20% 

Strategi dengan penjualan system konsinyasi ini sangat efektif bagi 

pemilik produk. Tetapi Pemilik Barang harus memiliki kriteria khusus untuk 
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menyalur barang atau produk jika tidak maka akan mengalami kerugian seperti 

barang rusak ataupun hilang dan barang yang tidak laku terjual akan kembali ke 

Pemilik Produk. 

Kelebihan dan Kekurangan jual beli dengan system konsinyasi 

diantaranya: 

1. Bagi Pemilik Produk 

a. Kelebihan jual beli dengan sistim konsinyasi bagi Pemilik Produk 

1) Produk bisa dipsarkan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan 

jadi pemilik produktidak perlu menyediakan uang untuk promosi. 

2) Pemilik produk tidak perlu terjun langsung melayani konsumen 

3) Pemilik produkbisa lebih focus mengelola kualitas produk dan 

melaukan inovasi – inovasi baru 

4) Pemilik produk tidak perlu menyediakan SPG 

b. Kekurangan Jual beli dengan sistim konsinyasi bagi pemilik produk 

1) Kalau pemilik produk salah dalam memilih tenaga penyalur atau toko 

maka produk dipastikan tidak akan laku atau kalau belum laku akan 

memakan waktu yang lama 

2) Tidak dipromosikan oleh pemilik toko jika pemilik toko tidak 

menyediakan SPG 

3) c, dan yang terakhir adalah system pembayaran pemilik produk harus 

mengikuti sistim pembayarannya mereka perbulan ataupun 

perminggu. 
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2. Penyalur atau Pemilik Toko 

a. Kelebihan jual beli dengan system konsinyasi bagi Pemilik Toko 

1) Mendapatkan keuntungan dari laba penjualan konsinyasi dari produk 

yang terjual tanpa modal. 

2) Minim resiko karena jika barang tidak laku aau rusak tinggal 

dikembalikan kepada Pemilik Produk 

3) Display produk di toko akan terlihat banyak tanpa pemilik toko harus 

menambah modal 

b. Kekurangan jual beli dengan system konsinyasi bagi Pemilik Toko tidak 

ada. 

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli kue kering dengan 

sistem Konsinyasi di UD Sri RejekiDesa Pejogol Kecamatan Cilongok 

Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 

1. Ijab dan Kabul dalam jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi.  

Pelaksanaan praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi 

yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi 

pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang 

dilakukan dengan cara lisan dan tertulis yaitu mencatat dalam nota yang 

berisikan keterangan pengambilan barang yakni kue kering.  

Adapun tulisan tersebut memuat keterangan pengambilan barang yang 

berisi banyaknya kue kering yang sudah ditimbang, yang terang dan jelas 

serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Adanya ijab dan kabul 

tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing pihak mempunyai kewajiban 
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yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jika ijab 

dan kabul itu terjadi maka telah ada kesepakatan yang berasal dari kemauan 

kedua belah pihak sebab jika ada kemauan hanya berasal dari salah satu pihak 

saja maka akad jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.  

2. Pihak yang berakad 

Transaksi jual beli kue kering ini melibatkan dua pihak yaitu Pemilik 

Produk dan Toko yang dititipi. Dalam pelaksanaan praktik jual beli kue 

kering yang ada di UD Sri Rejeki dengan sistem konsinyasi terdapat akad 

yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat 

berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan 

dengan cara lisan yaitu menggunakan kata-kata.  

Pelaksanaan jual beli kue keringdi UD Sri Rejeki dengan sistem 

konsinyasi biasanya dilakukan di Toko – toko atau warung - warung pada 

saat Pemilik Produk mengirimkan Produk – produk kue– kuenya dengan cara 

sistim penitipan. Jual beli yang dilakukan sama dengan jual beli pada 

umumnya yaitu ada penjual dan ada pembeli, kemudian ada barang yang 

menjadi obyek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah 

pihak untuk melakukan transaksi. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli 

tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang biasa penjual dan 

pembeli gunakan sehari-hari.  

3. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan.  

Jika akad jual beli telah disepakati, maka terdapat kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, begitu juga 
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dengan praktik jual beli kue kering UD Sri Rejeki antara Pemilik Produk 

dengan Toko dengan sistem Konsinyasi, seperti waktu pembayaran dan 

penyerahan objek jual beli kue kering. Dalam transaksi jual beli kue kering 

secara konsinyasi di Toko atau warung objek akadnya adalah berbagai 

macam produk kue kering. Pada saat terjadi transaksi tersebut diberlakukan 

sistem konsinyasi yang mana Produk – produk kue kering yang sudah 

ditimbang dan berapa banyak yang laku terjual dan sisa barang yang tidak 

terjual akan kembali lagi ke Pemilik Produk. 

 

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem 

Konsinyasi 

Islam memandang kehidupan ini sebagai suatu sistem yang terpadu antara 

kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang 

kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan 

dalam batas asas yang jelas, baik bagi umat Islam pada khsususnya, serta 

individu-individu manusia pada umumnya.
94

 

Islam sangat menghargai dan melindungi setiap kepentingan manusia. 

Manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerusakan dan 

kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan 

muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang 

dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. 

Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang 
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akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan 

yang terbaik seperti melalui jalur jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam al-

Qur‟an: 

نىكيمٍ باًلٍبىاطًلً إًلا أىفٍ تىكيوفى تًِىارىةن عىنٍ تػىرىاضو  يىا أىيػُّهىا الَّذًينى آمىنيوا لا تىأٍكيليوا أىمٍوىالىكيمٍ بػىيػٍ
 (٩٢وى كىافى بًكيمٍ رىحًيمنا )مًنٍكيمٍ كىلا تػىقٍتػيليوا أىنػٍفيسىكيمٍ إًفَّ اللَّ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa >: 29)
95

 
 

 Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan dengan 

cara yang baik yang tidak merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak 

ataupun kedua belah pihak. Jual beli yang baik adalah  jual beli yang didalamnya 

mengandung unsur suka sama suka saat berlangsungnya transaksi. Tidak ada 

unsur paksaan yang membuat salah satu pihak merasa terintimidasi. Transaksi 

yang disasari atas suka sama suka adalah transaksi yang memang harus ada pada 

setiap jual beli.  

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan 

ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang 

ketentuannya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan 

syarat yang harus di penuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara‟.  

Akad itu sendiri adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian 

ijab (pernyataan melalui ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai 

dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.
96

 Ijab dan 
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kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela dan 

timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

bersangkutan.  

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli kue kering dengan sistem 

konsinyasi yaitu: 

1. Syarat orang yang berakad 

Di dalam Bab II telah penulis kemukakan mengenai syarat-syarat orang 

yang berakad. Dalam jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri 

Rejeki Kabupaten Banyumas, para pelakunya melakukan jual beli atas 

kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, karena di antara 

kedua belah pihak memang saling membutuhkan. Begitu juga penjual dan 

pembelinya juga sudah dewasa (baligh) dan sehat akalnya.  

Dari uraian ini jelas bahwa jual beli kue kering dengan sistem 

konsinyasi  yang terjadi di UD Sri Rejeki ditinjau dari segi syarat „a>qid nya 

sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan 

syarat-syarat pelaku jual beli yang disebutkan diatas. bahwa „a>qid nya harus 

orang yang berakal, baligh, berbilang yaitu adanya penjual dan pembeli 

seperti adanya penjual kue kering dan pembeli kue kering, serta orang yang 

melakukan akad adalah orang yang berbeda. 

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul 

Dalam hubungan sesama manusia di dalam masyarakat terdapat 

berbagai permasalahan diantaranya adalah mengenai masalah jual beli, maka 

pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya kepada 
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pihak lain. Jika tidak menyampaikan maksudnya maka pihak lain tidak akan 

mengetahui adanya kehendak jual beli atau transaksi muamalah yang lain.  

Dalam jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki, 

dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya, yaitu 

antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli kue kering melakukan 

transaksinya dengan lafal yang jelas. Biasanya pembeli tidak menanyakan 

berapa banyak jumlah kue kering yang ia beli dari penjual.  

Di samping itu, dalam hal ijab dan kabulnya tidak disangkut-pautkan 

dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual 

belikue kering dengan sistem konsinyasi di UD Sri Rejeki dilihat dari syarat 

lafalnya (ijab dan kabul) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.  

3. Ma’qu>d ‘alaih (barang yang diperjual belikan) 

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti barang 

lain yang diperoleh disebut alat penukar. adapaun barang yang 

diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan oleh syara‟. Ulama 

fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi 

dua hal: Pertama, jual beli itu terhindar dai cacat seperti barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan 

dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. Kedua, apabila 

barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung 

dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak 

bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai 

dengan kebiasaan setempat.  
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Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. 

Beliau bersabda:  

دٌ ثػىنىا أبيو بىكٍرً بٍني  عًيٍدو كىأبػي يٍ ة. حىدٌ ثػىنىا عىبٍدي الله بٍني اًدٍرً يى شً أىبِ  كىحى أيسىامىة عىنٍ  وٍ سى كىيَىٍيى بٍني سى
عًيٍدو عىنٍ عيبػى  يػٍري بٍني حىرٍبو )كاللفظ لو( حىدٌ ثىنا يَىٍيى بٍني سى ثىنًِ زيىى يٍدً الله. حىدٌ ثىنًِ عيبػىيٍدً الًله ح كىحىدى

ى رىسيوؿى الًله صىلى اللهي عىلىيٍوً كىسىلٌم عىنٍ بػىيٍعً  .ىيرىيػٍرىةى  أبِ  نٍ عى  ,أبيو الزَّنىادً عىنً اٍلأى عٍرىجً  قىاؿى : نَىً
 الْىٍصىاةً, كىعىنٍ بػىيٍعً الٍغىررً )ركاه مسلم(

 

“Hadits ini diriwayatkan dari Abu > Bakar bin Abi > Syibah dari „Abdillah bin 

Idris dan Yahya bin Sa‟i>d dan Abu > Usamah dari „Ubaidillah, dari Zuhair bin 

H}arb (dalam lafad darinya) dari Yahya bin Sa‟i >d dari „Ubaidillah dari Abu > al-

Zana >d dari A‟raj dari Abu > Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang 
jual beli al-Hashaah dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan 

pada sifat barang yang diperjualbelikan.‟‟ (HR. Muslim)
97

 

 

Jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi tersebut yang ada di Toko 

Sri Rejeki merupakan jual beli kue kering yang dilakukan oleh pemilik 

produk kepada pemilik toko dengan sistim perjanjian yaitu pembayaran 

sesuai dengan barang yang terjual dan barang yang tidak terjual akan kembali 

lagi ke pemilik produk. Hal tersebut merupakan praktek akad wakalah bil 

ujrah, yaitu pemilik toko diberi tugas untuk menjual kue kering dengan 

pemberian komisi.  

Dengan demikian, jual beli system konsinyasi sebenarnya bukanlah 

akad jual beli, akan tetapi itu adalah akad wakalah bil ujrah atau bisa juga 

akad ijarah. Pemilik toko sebagai pihak yang diberi tugas (pekerjaan) untuk 

menjualkan barang (kue kering) milik produsen. Jika ada barang yang terjual, 

maka pemilik toko akan mendapat komisi (ujrah), sesuai kesepakatan. 
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Dari uraian di atas, jual beli kue keringdi UD Sri Rejeki Desa Pejogol 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan sistem konsinyasi telah 

memenuhi rukun dalam ijarah atau wakalah bil ujrah. Rukun ijarah adalah 

Mu‟jir, Musta‟jir, ujrah dan ijab qabul. Mu‟jirnya adalah Produsen kue 

kering, Musta‟jirnya adalah Pemilik toko, Ujrahnya adalah komisi yang telah 

disepakati, sedangkan ijab qabul merupakan perjanjian antara kedua belah 

pihak. Sedangkan dalam wakalah bil ujrah, rukunnya adalah Wakil, yaitu 

Pemilik toko, Muwakkil yaitu Produsen kue kering. Tamkil yaitu perbuatan 

untuk menjual barang (kue kering), ijab qabul berupa perjanjian dan ujrah 

berupa komisi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan tentang praktik jual beli kue kering dengan system 

konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan 

menggunakan sistem konsinyasi yakni transaksi jual beli kue kering antara 

sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung desa. Para 

sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa 

sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam 

hal jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi ada perjanjian terlebih 

dahulu antara si sales dengan pemilik toko. System pembayarannya adalah 

sesuai dengan barang yang terjual yang tidak terjual akan kembali ke 

pengusahanya sehingga. 

2. Praktik jual beli kue kering dengan system konsinyasi menurut hukum Islam 

diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan 

barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujrah, sehingga praktek 

konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujrah. 

 

 

 



 

 76 

B. Saran-Saran 

1. Sistem Konsinyasi seharusnya bukan disebut sebagai jual beli, Tetapi praktek 

penitipan barang untuk dijual dengan pemberian komisi bagi penjualnya. 

2. Antara Produsen dengan Pedagang seharusnya menggunakan akad (ijab 

qabul) yang jelas dan dapat dipahami bersama. 

3. Masyarakat harus memahami akad-akad yang dibolehkan dalam syariat islam 

maupun yang diharamkan, agar tidak terjadi kerugian. System konsinyasi 

merupakan akad yang dibolehkan sehingga perlu diteruskan dengan akad 

yang jelas.  
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